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BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 283 /2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN POLICY BRIEF INOVASI
DAERAH PENINGKATAN PENDAPATAN PETANI
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2022

BUPATI TABALONG,

Menimbang : a. bahwa untuk menghasilkan sebuah kebijakan diperlukan
analisis terhadap isu strategis dalam bentuk naskah singkat
(Policy Brief) untuk meyakinkan pengambil kebijakan
mengadopsi alternatif pilihan yang diusulkan dengan isu
strategis yang akan dianalisis pada Tahun Anggaran 2022
adalah tentang Inovasi Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, maka perlu membentuk Tim Penyusun
Policy Brief Inovasi Daerah Peningkatan Pendapatan Petani
Kabupaten Tabalong Tahun 2022;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan
Keputusan Bupati Tabalong;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan
Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-
Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-
Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4846);
|
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4. Undang-Undang 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5038);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1
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Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem
Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5149),

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6123);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016
tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018
tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan Dan/Atau
Insentif Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 1611);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman
Inovasi Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 1715);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman
Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit
Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kompetisi
Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan
Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha
Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 196);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 91 Tahun 2021 tentang Pedoman
Inovasi Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 196);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun
2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor
02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong
Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong
Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong
Tahun 2017 Nomor 02);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor
05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong
Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong
Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong
Tahun 2021 Nomor 03);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun
2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten
Tabalong Tahun 2021 Nomor 11);

Peraturan Bupati Tabalong Nomor 37 Tahun 2014 tentang
Unit Pemantau Pelayanan Publik di Kabupaten Tabalong
(Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2014 Nomor
037);

Peraturan Bupati Tabalong Nomor 21 Tahun 2020 tentang
Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Berita Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 23);

Peraturan Bupati Tabalong Nomor 61 Tahun 2021 tentang
Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong
Tahun 2021 Nomor 61), sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 26
Tahun 2022 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan
Bupati Tabalong Nomor 61 Tahun 2021 tentang Penjabaran
Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2022 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022
Nomor 27);

Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta
Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

Peraturan Bupati Tabalong Nomor 20 Tahun 2022 tentang
Inovasi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun
2022 Nomor 21);




Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

MEMUTUSKAN:

Membentuk Tim Penyusun Policy Brief Inovasi Daerah
Peningkatan Pendapatan Petani Kabupaten Tabalong Tahun
2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Keputusan ini.

Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU,

mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Ketua
bertanggung jawab atas terlaksananya penyusunan
policy brief Inovasi Daerah “Meningkatkan Pendapatan
Petani”; dan

b. Anggota
menyusun dan mempersiapkan bahan-bahan
penyusunan policy brief Inovasi Daerah“Meningkatkan
Pendapatan Petani”.

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan
ini, dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan
Pengembangan Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2022.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 1% Ofro0se 2oza
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Tembusan Kepada Yth.

Inspektur Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.

2. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat ULM.
3. Anggota Tim yang bersangkutan.
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LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 38 /2022

TANGGAL 12 G%yoyse 2002

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN POLICY BRIEF INOVASI
DAERAH MENINGKATKAN PENDAPATAN PETANI
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2022

NO JABATAN DALAM JABATAN DALAM KET
’ DINAS/NAMA TIM
1. | Akademisi pada Universitas Lambung Mangkurat Ketua

Dr. Muzdalifah, S.E, M.Si.

2. | Analis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan pada Anggota
Bappedalitbang Kabupaten Tabalong
Dr. Katharina Dike Sovia Luci, S.Pd.,M.Hum.

3. | Peneliti Ahli Muda pada Bappedalitbang Anggota
Kabupaten Tabalong Hj. Norlailah, S.Sos.I.

4. | Peneliti Ahli Pertama pada Bappedalitbang Anggota
Kabupaten Tabalong Nurul Izzati, SKM.

5. | Peneliti Ahli Pertama pada Bappedalitbang Anggota
Kabupaten Tabalong

Andini Putri Titasari, S.T.
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